
-t

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR
PROVINSIJAMBI

PERATURANBUPATITANJUNGJABUNGTIMUR
NOMOR26TAHUN2023

TENTANG
PENEGASANBATASDESAKOTABARUDANDESARANTAUKARYA

KECAMATANGERAGAI

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
ten tang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan
Batas Desa Kota Baru dan Desa Rantau Karya Kecamatan
Geragai;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

q.



Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah beberapa kali diubab terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tabun 2019 tentang Perubaban
KeduaAtas Peraturan PemerintahNomor43 Tabun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tabun 2015 Nomor41 Tambaban Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
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2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor45 Tahun 2016
tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita
NegaraRepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor1038);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANBUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS
DESA KOTA BARU DAN DESA RANTAU KARYA
KECAMATANGERAGAI.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten TanjungJabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penye1enggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Carnat sebagai Perangkat

Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalarn sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu peranngkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi
pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik­
titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat
berupa tanda-tanda alam seperti igirjpunggung



gunungjpegunungan (watershed), median sungai danjatau
unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk
peta.

8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa
secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik
koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode
kartometrik danj atau survey lapangan, yang dituangkan
dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat
batas Desa

10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik­
titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan
pengukuranj perhitungan posisi titik dengan menggunakan
peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap

11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis
khayal yang menbagi bumi bagian selatan.

12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah gans
khayal yang rnerrgfru.b'urigk an titik kutub utara dan kutub
selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi
bujur dengan garis meridian yang berada disebelah timur.

BAB II
RUANGLINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Perihal Batas Desa Kota Baru dan
Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

BAB III
PENETAPANDANPENEGASANBATASDESA

Pasal 3

Batas Desa Kota Baru dan Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai
dimulai dari:

a. TK 01 dengan Koordinat BujurTimur 103042' 47,285" E dan Lintang
Selatanr i7' 27,876" S

b. TK 02 dengan Koordinat BujurTimur10342' 39. 996" E dan Lintang
Selatanr 17' 33.576" S PembatasParitBuatanSebelahBaratDesaRantau
KaryaSebelahTimurDesaKotaBaru.

c. TK 03 dengan Koordinat BUjUT Timur 1'03'42' 53,657" E dan Lintang
Selatanr 17' 52,485" S, patok3 ke patok4 PembatasParitbuatan sebelah
barat berbatasan Desa Rantau Karya, sebelah Timur berbatasan
pemakamanumumDesaKota Baru.

d. TK 04 dengan Koordinat Bujur TimUT 1'03"43"'5,52'0" E dan Lintang
Selatanl' 18' 8,496" S patok4 kepatok5 sebelahbarat berbatasandengan
DesaRantauKaryasebelahtimurberbatasandenganDesaKotaBaru.
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BABIV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tangga.ldi undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sabak
kxtr 2023

ABUNGTIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal a1 O):::tobtr 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR,

..~=--~SAPRIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
2023
NOMOR 23 IlEtAH DITElITJ KEBENARANNY A

lAtabag Hukum Dan P rundang . Undangan
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